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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN

Menimbang

KEPADA SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga
peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan
perubahan Undang-Undang dimaksud,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7B
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta

untuk melaksanakan ketentuan mengenai bantuan
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Mengingat

Menetapkan

terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang,
penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan
berat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan

Korban;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5602);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI
DAN KORBAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami
sendiri.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan
garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang
mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang
menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh
Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti
kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak
ketiga.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang
selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang
bertugas dan  berwenang untuk memberikan
perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi
dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang mengenai perlindungan saksi dan korban.
Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi
dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan
medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan
psikologis.

Hari adalah hari kerja.
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(1)

(2)

(3)

BAB II
PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Kompensasi

Pasal 2
Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat
berhak memperoleh Kompensasi.
Permohonan untuk memperoleh Kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Korban, Keluarga, atau kuasanya.
Permohonan untuk memperoleh Kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas

bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada

saat

dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh

penuntut umum.

(1)

(2)

Pasal 4

Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 memuat paling sedikit:

a. identitas pemohon;

b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi
manusia yang berat;

c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia
yang berat;

d. wuraian tentang kerugian yang nyata-nyata
diderita; dan

e. bentuk Kompensasi yang diminta.

Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilampiri dengan:
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a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh
Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan
oleh pejabat yang berwenang;

c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan
dan/atau pengobatan yang disahkan oleh
instansi atau pihak yang melakukan perawatan
atau pengobatan;

d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal
dunia;

e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai
Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak
asasi manusia yang berat;

f.  surat keterangan hubungan Keluarga, jika
permohonan diajukan oleh Keluarga; dan

g. surat kuasa khusus, apabila permohonan
Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau

kuasa Keluarga.

Pasal 5

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi
diterima.

Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
untuk melengkapi permohonan.

Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK.
Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon

dianggap mencabut permohonannya.
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